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GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 540/51 TAHUN 2022
TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIFIKAT STANDAR DAN PERIZINAN
BERUSAHA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER

Menimbang

Mengingat

DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara,
Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian
sertifikat standar dan izin, pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan
mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu
dan batuan kepada Gubernur;

bahwa guna kelancaran, efektifitas dan efisiensi dalam
rangka melaksanakan kewenangan yang didelegasikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur
menugaskan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian
Sertifikat Standar Dan Perizinan Berusaha, Pembinaan Dan
Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6721);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
S5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 138);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan
Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 596);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah
Perizinan  Dan  Pelaporan Pada  Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor
7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah
Perizinan  Dan  Pelaporan Pada  Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menugaskan pelaksanaan pemberian sertifikat standar dan
perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan usaha
pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU meliputi :

a.

Melaksanakan pemberian sertifikat standar untuk kegiatan
konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di
bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi  pertambangan, pengangkutan, lingkungan
pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan
pertambangan dan/atau penambangan;

. Melaksanakan pemberian izin usaha pertambangan untuk

komoditas mineral bukan logam, izin usaha pertambangan
untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, izin
usaha pertambangan untuk komoditas batuan, SIPB, IPR,
Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan,
[UJP untuk 1 (satu) daerah provinsi, IUP untuk penjualan
komoditas mineral bukan logam, IUP untuk penjualan
komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP untuk
penjualan komoditas batuan;

Melaksanakan pembinaan pemberian norma, standar,
pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan,
pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau
fasilitasi, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja
pertambangan;

. Melaksanakan perencanaan pengawasan, pelaksanaan

pengawasan, monitoring dan evaluasi pengawasan serta
pengendalian dan penertiban kegiatan usaha pertambangan;

Melaksanakan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha
pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha
pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan
wilayah izin usaha pertambangan batuan;

Melaksanakan penetapan harga patokan mineral bukan
logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis
tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur.



KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Tengah;

. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12.
13.
14.

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Bupati/Walikota se Jawa Tengah.




